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ABSTRAK

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 Sebagaimana Telah Dirubah Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah Disusun Oleh : Maria Yusvina Wunu, NIM :
2020110286

Alasan peneliti memilih judul tentang : “penegakan hukum terhadap
keterlambatan pembayaran pajak kendaraaan bermotor ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah” karena terjadi permasalahan dimana banyak
masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor tetapi mereka lalai untuk
membayar pajak kendaraan bermotor yang dimiliki sehingga mengakibatkan
keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor sesuai apa yang
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan
hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kota
ende dan apa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap keterlambatan
pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Ende.

Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap
keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Ende masih kurang
tegas sehingga masih banyak wajib yang lalai sehingga mengakibatkan
keterlambatan dalam  membayar pajak kendaraan bermotor dan memiliki banyak
faktor yang menjadi penghambat atas penegakan hukum terhadap keterlambatan
pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Ende seperti : permasalahan
ekonomi, kelalaian yang disebabkan oleh wajib pajak sendiri, transaksi alih
kendaraan yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor dan belum
melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor dan sengaja tidak membayar pajak
kendaraan bermotor. Kesimpulan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor belum
melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dalam hal
ini wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lalai dalam membayarkan
pajak sehingga terjadi keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor
yang dimiliki.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pajak Kendaraan Bermotor
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ABSTRACT

Thesis Title: Law Enforcement Regarding Late Payments Of Motor Vehicle
Tax Is Payments Reviewed From Law Number 28 Of 2009 As Amended By
Law Number 1 Of 2022 Concerning Financial Relations Between The
Central Government And Regional Governments Compiled By: Maria
Yusvina Wunu, NIM: 2020110286

The reason the researcher chose the title: "law enforcement regarding late
payment of motor vehicle tax in view of Law Number 1 of 2022 concerning
Financial Relations between the Central Government and Regional Government"
is because there are problems in which many people who own motor vehicles but
they neglect to pay the tax on the motor vehicles they own, resulting in delays in
paying motor vehicle taxes in accordance with what is mandated by Law Number
1 of 2022 concerning Financial Relations Between the Central Government and
Regional Governments.

The formulation of the problem in this research is how to enforce the law
regarding late payment of motor vehicle tax in Ende City and what are the
inhibiting factors in law enforcement regarding late payment of motor vehicle tax
in Ende City.

The results of the research show that law enforcement regarding late
payment of motor vehicle tax in Ende City is still not strict enough so that there
are still many obligators who are negligent, resulting in delays in paying motor
vehicle tax and there are many factors that become obstacles to law enforcement
against late payment of motor vehicle tax in the City. Ende such as: economic
problems, negligence caused by taxpayers themselves, vehicle transfer
transactions that are late in paying motor vehicle tax and have not transferred the
name of the motor vehicle and deliberately do not pay motor vehicle tax. The
conclusion is that motor vehicle taxpayers have not implemented the mandate of
Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations Between the Central
Government and Regional Governments, in this case taxpayers who own motor
vehicles are negligent in paying taxes, resulting in delays in paying the motor
vehicle taxes they own.

Keywords: Law Enforcement, Motor Vehicle Tax
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